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ABSTRACT

The purpose of this study was to evaluate the performance of Regional Original Revenue (PAD) and formulate a
strategy in order to optimize PAD revennes in South Burn Regency. Related to PAD evaluation, the method of
effectiveness ratio analysis, elasticity, and fiscal independence ratio were used. Meanwhile, to formulate PAD
optipuization strategy, a number of stages are taken in the SWOT analysis method. The results are: 1) The
achievement of PAD in South Buru Regency is not good yet, as seen from the fiscal independency ratio, effectiveness
ratio, and relatively low and uncertain PAD elasticity; 2) Strategic environmental maps show that management of
PAD in South Buru is in quadrant 1II which is weak internally but has many opportunities that can be
developed; 3) SWOT' matrixc conclude that the alternative strategy that must be a top priority for efforts to
optimize the management of PAD in South Buru Regency is the W-O Strategy, namely: "Fixing weaknesses to

optimize opportunities”
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PENDAHULUAN

Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi
telah memberi ruang yang lebih luas kepada daerah dalam
mengoptimalkan  berbagai potensi  sumberdaya  yang
dimiliki untuk sebesar-besamya kemakmuran masyarakat.
Namun dalam praktknya, desentralisasi tak jarang
melhitkan berbagai persoalan di daerah. Salah satu
permasalahan serius yang paling mencolok adalah masth
tingpinya. keterpantungan. pemerintah coerah (pemds)
tethadap pemerintah pusat, terutama pada aspek
keuangan. Akbatya pemda kehilangan keleluasaan
bertindak (wa/ disreton) dalam mengambil keputusan-
keputusan penting, menyusul kuatnya campur tangan
pemetintah pusat. Ketergantungan fiskal daerah semakin
tinggi sebagai akibat tuntutan. pembangunan yang juga
semakin besar.

Permasalahan tersebut juga dialami oleh Kabupaten
Buru Selatan, Provinsi Maluku. Berdasarkan data yang
bersumber dari Kementerian Keuangan RI, capaian rata-
rata derajat desentralisasi fiskal daerah Kabupaten Buru
Selatan masih tergolong sangat rendah yaitu hanya sebesar
346 % (tahun 2012-2015) lebih rendah dari rata-rata
derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota di Provinsi

Maluku sebesar 18,79 %b. Indikator lain dapat dilihat dari
rata-rata peran PAD tethadap Produk Domestk Bruto
(PDRB) yang dicapai Kabupaten Buru Selatan tahun
20122015 mash berada di bawah standar umum
(tergolong rendah) sebesar 4,82 %o, mengisyaratkan masth
rendahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
sebagai sumber penerimaan dalam membiayai kegfatan
pemetintahan, pembangunan dan layanan  kepada
masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan
tekanan fiskal (fid/ shes), sehingga menjadi pekerjaan
rumah bagi pemerintah daerah untuk lebih aktif menggali
dan mengelola potensi penerimaan melalui optimalisasi
PAD.
kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat
struktur keuangan daerah, karena merupakan salah satu
tolok  ukur/indkator kemampuan dan  cermin
kemandirian daerah. Minimnya perolehan PAD mashh
diangeap scbagai hambatan dan ini harus  segera
dievaluasi secara sungeuh-sungouh oleh masing-masing
pemetintah daerah dalam  upaya peningkatan pelayanan
dan fasilitas kepada masyarakat.

Salah satu faktor yang menjadi hambatan dalam
manajemen  pengelolaan  penetimaan  daerah  adalah




Vol XII, No.1, Mei 2018

ISSN 1978-3612

persoalan efektivitas dan efisiensi yang mengakibatkan
memenuhi target yang telah ditetapkan. Sampai saat ini
masth belum tergalinya potensi pendapatan daerah pada
umumnya disebabkan karena kurangnya kepekaan daerah
dalam  menemukan keunggulan dan potensi  dacrah,
kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang relatif rendah,
lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan
daerah, kelemahan aparatur, serta kekhawatiran birokrast

akan kegagalan dalam menjalankan programnya.
LANDASAN TEORI
Otonomi dan Pengelolaan Keuangan daerah

Menurut pasal 1 UU No. 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah  adalah  hak,
wewenang, dan kewajban daerah otonomi untuk
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan - perundangundangan.  Dengan  adanya
menciptakan bl awvotabilty  yaitu - meningkatnya
kemampuan daerah dalam memperhatikan hak-hak
masyarakat terutama pada penyediaan barang publik

Pada dasamya terkandung tiga misi utama
pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:
a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik

dan kesejahteraan masyarakat.

b) Menciptakan efisiensi dan efektifitas  pengelolaan
sumber daya daerah.

0 Memberdayakan dan menciptakan ruang bagl
masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses
pembangunan.

Salah satu konsekuensi dari pelaksanaan otonomi
daerah adalah kewenangan dalam pengelolaan keuangan
daerah. Menurut Mamesh dalam Halim (2004:18),
“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang
dapat dinilai dengan uang”’, demikian pula segala sesuatu
baik berupa vang maupun barang yang dapat diadikan
kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai
oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak
lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Keuangan daerah memiliki lingkup yang terdiri
atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan
daerah yang dipisahkan. Keuangan daerah yang dikelola
langsung adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) dan bamangbarang inventais  milik

dacrah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen
kevangan daerah, yakni pengorganisasian dan pengelolaan
sumbet-sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatau
daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah
tersebut. Manajemen keuangan daerah pengelolaannya
terdifi atas pengurusan umum dan pengurusan khusus.
Pengurusan umum  berkaitan  dengan  APBD, dan
kepengurusan khusus berkaitan dengan barang-barang
inventaris kekayaan daerah. Manajemen keuangan daerah
juga dapat pula dilihat dari segi tata usaha atau administrasi
keuangan daerah. Keuangan daerah mempunyai hak dan
kewajban. Hak-hak dar kevangan daerah yang
bersumber dari penetimaan daerah seperti pajak daerah,
ataupun  hak  untuk  menerima  sumber-sumber
penetrimaan lain.

Pengelolaan  keuangan daerah  dimulai  dengan
perencanaan /penyusunan anggaran pendapatan belanja
dacrah (APBD). APBD disusun sesuai dengan
kebutuhan  penyelengearaan  pemetintahan  dan
kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD
mewujudkan pelayanan  kepada masyarakat untuk
tercapainya tujuan bemegara. APBD mempunyai fungsi
otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan
stabilisasi. ~ APBD,  perubahan  APBD,  dan
pettangeungjawaban  pelaksanaan APBD setiap tahun
ditetapkan dengan peraturan daerah.

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi
angoaran dari tingkat pemertintahan yang lebh tingol
kepada pemefintahan yang lebh rendah untuk
mendukung  fungsi atau tugas pemerintahan dan
pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan
bidang pemerintahan yang  dilimpahkan. Menurut
Khusaini  (2006) desentralisasi  fiskal ~ merupakan
pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan angearan
atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara
administrasi.  maupun  pemanfaatannya  diatur  atau
dilakukan oleh pemerintah pusat.

Desentralisasi fiskal harus ditkuti oleh kemampuan
Secara teoti adanya kemampuan pajak, maka pemetintah
daerah akan memiliki sumber dana pembangunan yang
besat. Pajak yang dikenakan oleh pemetintah daerah dapat
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berdampak  positif yang akan digunakan untuk
membangun betbagai infrastruktur  dan  membiayai
betbagai pengeluaran publik.

Berdasarkan UU No.33 Tahun 204 tentang
Petimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
diakukan  dengan  memberkan  sumber-sumber
pembiayaan yang jauh lebih besar kepada daerah. Secara
utuh, desentralisasi fiskal mengandung pengettian bahwa
daerah diberikan : 1) Kewenangan untuk memantaatkan,
memobilisasi dan mengelola  keuangan sendii  dan
didukung dengan 2) Perimbangan keuangan antara pusat
dan daerah Kewenangan untuk mengoptimalkan
sumber keuangan daerah dilakukan melalui peningkatan
kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan
petimbangan keuangan dilakukan melalui pengalokasian
Dana Perimbangan.

Kemandiian fiskal merupakan salah satu aspek
yang sangat penting dari otonomi daerah secara
keseluruhan. Menurut Mardiasmo (1999) dalam Ladjin
(2008) disebutkan bahwa manfaat adanya kemandirian
fiskal adalah: a Mendorong peningkatan partisipasi
prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan
serta akan  mendorong  pemerataan  hasithasi
pembangunan  (keadilan) di seluruh daerah dengan
memanfaatkan sumberdaya serta potensi yang tersedia di
daerah. b. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif
melalul pergeseran pengambilan  keputusan  publik ke
tingkat pemetintahan yang lebth rendah yang memiliki
informasi lebih lengkap.

Dari hal tersebut di atas, kemandirian fiskal daerah
menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam
meningkatkan PAD seperti pajak dan retribusi daerah dan
lain-Jain dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya
apabila disertai kemandirian fiskal yang efektif. Ini berarti
independen tethadap pemerintah pusat dengan jalan
sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD
seperti  pajak, retrbusi dan  sebagainya  (Radianto,

Menurut Halim (2001) dalam Ladjin (2008), ciri
utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi
(desentralisasi fiskal) adalah (1) kemampuan keuangan
daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan
dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber
keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya
sendii untuk membiayai penyelengearaan pemetintahan;
@ Ketergantungan  kepada bantuan  pusat  harus
seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi

sumber keuangan tetbesar yang didukung oleh kebijakan
petimbangan keuangan pusat dan daerah.

Konsep dan Determinan Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan
diperoleh dari sektor pajak daerah, retrbusi daerah, hasil
petusahaan milik daerah, hasil pengelolaan  kekayaan
daerah yang sah. Pendapatan daerah adalah semua hak

Dalam rangka memenuhi prinsip otonomi yang
nyata dan bertangoungjawab, kepada daerah diberikan
sumber-sumber keuangan untuk membiayai betbagai
tugas dan tanggung-jawabnya sebagai daerah otonom.
Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006 terdii dari pajak daerah,
retrbusi  daerah, hasl pengelohan daerah  yang
sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut
objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang
pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan ditinci menurut objek
pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan
modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian
laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
pemerintah/BUMN, dan bagian liba atas penyertaan
modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok

mengetahui potensi sumber-sumber PAD (Simanjuntak,

2001 dalam Iadjin, 2008):

1. Kondisi awal suatu daerah. Kondisi ini tergantung
pada keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu
daerah, menentukan: a)Besar kecilnya keinginan
pemerintah daerah untuk menetapkan pungutan-
pungutan. Hal ini disebabkan karena struktur
ekonomi dan sosial suatu masyarakat menentukan
tinggl rendahnya tuntutan akan adanya pelayanan
publk dalam kuantitas dan kualitas  tertentu;
b)Kemampuan masyarakat dalam membayar segala
pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah
daerah. Karena petbedaan struktur ekonomi dan
sosial, kemampuan membayar segala pungutan yang
ditetapkan oleh pemerintah akan lebth tinggi di
masyarakat industri daripada masyarakat agraris.
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2. Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan
intensifikasi  penerimaan  PAD.  Kegiatan ~ ini
merupakan upaya memperluas cakupan penetimaan
ada tiga hal penting yang harus dipethatikan adalah a)
Menambah obyek dan subyek pajak dan retribusi. b)
Peningkatan besamya penetapan. ¢). Mengurang
tunggakan.

3. Perkembangan PDRB per kapita till. Semakin tinggj
kemampuan seseorang untuk membayar (aifty & pa)
bebagal  pungutan  yang - ditetapkan - pemerintah
dacrah. Dengan logka yang sama pada tingkat
distrbusi pendapatan tertentu yang tetap, semakin
tingoi PDRB perkapita il suatu daerah, semakin besar
pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk
membiayai pengeluaran  rutin - dan  pengeluaran
pembangunan pemerintahannya (Ladjin, 2008).

4. Pertumbuhan penduduk. Besamya pendapatan dapat
dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Jika jumlah
penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat
ditark akan meningkat. (Stiyana, 2011, Tameno,
2010).

5. Inflasi dan penyesuaian tarif akan meningkatkan
penerimaan PAD yang penetapannya  didasarkan
pach omzct penan.

6. Pembangunan dan sumber pendapatan baru.
Penambahan PAD  juga dapat diperoleh bila
pembangunan-pembangunan  baru - ada, - seperti
pembangunan  pasar, pembangunan  terminal,
pembangunan jasa pengumpulan sampah, dl.

Widayat (2000) dalam Maderoj (2012
mengemukakan  faktor-faktor  yang mempengaruhi
tendahnya PAD pemetintah kabupaten,/kota antara lain:
1)Banyak sumber pendapatan kabupaten/kota yang besar
tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggs; 2BUMD
belum banyak memberkan keuntungan kepada
pemerintah daerah; 3)Kurangnya kesadaran masyarakat
dalam membayar pajak dan retrbusi 4). Adanya
kebocoran-kebocoran; 5)Biaya pungut yang mash tinggi

0); Banyak peraturan daerah yang pertu disesuaikan dan

disempurnakan.  7)Kemampuan —masyarakat untuk

membayar pajak yang masth rendah.

Juftizal dan Sujianto (2013) mengemukakan bahwa
kurangnya  partisipasi  dati  masyarakat/aparatur
pemetintah, faktor SDM  (sumberdaya Manusia) dan

kurangnya pengawasan merupakan faktor-faktor yang
mempengaruhi optimalisasi PAD.

METODOLOGI PENELITIAN
Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas dipergunakan untuk mengukur
upaya pungut PAD (fzx ¢for) yang diakukan oleh
Pemerintah Daerah. Rumusnya (Mardiasmo, 2000):

Realisasi PAD

X 1009
Target PAD 00%

Efektivitas =

Semakin tinggj nilai efektivitas Pendapatan Asli Daerah
menunjukkan bahwa upaya pungut Pendapatan Asli
Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah juga
semakin tingpt, dan sebaliknya.

Elastisitas

Elastisitas dipergunakan untuk mengukur derajat
kepekaan Pendapatan Asli Daerah tethadap adanya
petubahan  perekonomian  daerah.  Elastisitas — yang
dipergunakan dalam penelitian/kajian ini adalah elastisitas
PDRB tethadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rumusnya (Mardiasmo, 2000):

A PAD
APDRB

PDRB
PAD

Elastisitas PAD =

Dimana: PAD adalah rata-rata PAD, PDRB adalah
rata-rata PDRB harea berlaku. A (delta) adalah perubahan.
Semakin tinggi nilai elastisitas PAD berarti semakin peka
Pendapatan  Asli  daerah  tethadap  perubahan
petekonomian daerah Kabupaten Buru Selatan.

Rasio Kemanditian Daerah (Otonomi Fiskal)

Rasio ini menggambarkan derajat ketergantungan
Pemerintah Daerah tethadap sumber pembiayaan dari
pihak luar. Semakin rendah angka rasio kemandirian
semakin besar ketergantungan Pemda tethadap dana
bantuan atau pinjaman. Rumusnya (Mardiasmo, 2000):

Kemandirian
_ ( Total PAD

Bantuan Pemerintah Pusat

) X 100%
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SWOT Analysis

strateg) dan  kebijakan optimalisast Pendapatan  Asli

Daerah. Melalut matriks SWOT diperoleh isu - strategis

sebagai dasar penentuan strategi Optimalisasi Pendapatan

Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Buru Selatan, dengan

tahapan sebagai berikut:

1) Tahap pertama, melakukan identifikasi terhadap faktor
internal berupa kekuatan dan  kelemahan dari
pengeloban PAD dari betbagai instansi dengan
menganalisis faktor-faktor kunci dalam kekuatan dan
kelemahan organisasi serta menawarkan tespon yang
mungkin dilakukan. Faktor kekuatan meliputi aset atau
faktor-faktor yang dimiliki instansi terkait yang dapat
mempermmudah  tercapainya tujuan atau visi yang
ditetapkan. Identifikasi faktor kelemahan meliputi
kondisi atau karakter intemal yang dimiliki yang dapat
menjadi kendala ataun hambatan dalam upaya untuk
mencapal tujuan atau visl Yang termasuk dalam
kelemahan contohnya kelemahan dari sumber daya
alam, sumber daya manusia, infrastruktur, sistem
sosialekonomipolik ~ serta  image dari  wilayah
tersebut.

2) Tahap kedua, melakukan identifikasi tethadap faktor
ekstemal dengan:  2) Mengembangkan daftar peluang
yang dapat dimanfaatkan dan ancaman yang petlu
dihindar, tidak bertujuan mengembangkan daftar
panjang dan lengkap semua faktor ekstemal yang
Mengenali faktor-faktor kund dan menawarkan
respon yang mungkin diakukan. Faktor peluang
adalah obyek atau kondisi ekstemal memudahkan atau
memfasilitasi  organisasi mencapai  tujuan.  Faktor
ancaman merupakan tren dan perkembangan di luar
otganisasi yang dapat mempersulit tercapainya tujuan
atau Visi.
identifikasi faktor intemal dan faktor ekstemal
Berdasar suatu judgment (brainstorming partisipatif
atau oleh ahli) ditetapkan score pada Matriks Evaluasi
Faktor Eksternal (EFE) dan Matriks Evaluasi Faktor
Internal (EF) untuk membedakan tingkat pentingnya
faktor dapat diberikan koefisien petingkat. Sebagai
contoh Fred R. David (1995, 1997, 1999, 2001, 2003)
membeti petingkat 1 dan 2 untuk faktor-faktor kunci
yang merupakan ancaman dan kelemahan, dan
membenkan petingkat 3 dan 4 pada faktor-faktor
kunci yang merupakan peluang dan kekuatan. Hasil

skorg (petkalian bobot dengan peringkat) baik pada
tabel EFE dan tabel EFI dijumlah untuk menentukan
apakah peluang lebih besar dari pada ancaman atau
sebaliknya serta apakah kekuatan lebth besar dari pada
kelemahan atau sebaliknya. Karena jumlah bobot = 1
maka hasil penjumilahan skor (bobot x peringkat) akan
berada pada kisaran 1 dan 4 atau rata-rata 2,50. Apabila
hasl penjumlahan pada tabel EFE > 250 maka
peluang lebih besar dari pada ancaman atau sebaliknya,
maka kekuatan lebih besar dari pada kelemahan atau
sebaliknya.

4) Tahap keempat adalah melakukan analisis faktor-
faktor baik intemal maupun ekstemal. Faktor internal
dianalisis dengan cara :

1. Mengevaluasi kinetja organisasi untuk setiap
perspektf atau faktor-faktor yang berhubungan.

2. Mengumpulkan data dan informasi mengenai
faktor-faktor tersebut.

3. Mengidentifikasikan faktor-faktor kunci yang
merupakan kekuatan dan kelemahan organisasi
dengan membuat d/esk At daftar pertanyaan.

4. Mentabulasi dan memberi bobot dan rating
serta memperbandingkan  kekuatan dengan
kelemahan yang dimiliki organisasi .

Sedangkan faktor ekstemal dianalisis dengan cara :

1. Mengenali kekuatan kuna  faktor-faktor
ekstemal yang mempengaruhi kinetja organisasi

2. Mengumpulkan data dan informasi mengenai
faktor-faktor tersebut.

3. Apabila diangeap perlu, membuat proyeksi
mengenai perkembangan faktor-faktor tersebut
selama periode perencanaan;

4. Mengidentifikasikan ~ faktor-faktor  ekstemal
tersebut yang secara strategls merupakan
peluang dan ancaman terhadap organisasi

5. Mentabulasi dengan memberi bobot dan rating
serta mempetbandingkan  peluang  dengan
ancaman, yang dihadapi

HASIL. DAN PEMBAHASAN
Efektifitas PAD di Kabupaten Buru Selatan

Dari data target dan realisasi perolehan PAD
Kabupaten Buru Selatan untuk kurun waktu 2011-2015
nampak bahwa efektivitas PAD cukup tinger. Kendati ada
fluktuasi dari tahun ke tahun, namun rata-rata efektivitas
PAD selama kurun waktu tersebut di atas 100 persen,
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kecuali pada tahun 2013 yang hanya 72 persen.
Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
Tabel (1) Efektivitas PAD di Kabupaten Buru Selatan 2011-2015
URAIAN EFEKTIVITAS (%)
201 2012 2013 2014 2015
PAD VZi 151 72 175 V7|
Pajak Daerah 28 203 103 191 76
Retrbusi Daerah 156 111 114 923 05
HPKD yg Dipisahkan - 100 77 100 -
Lain-Tain PAD yg Sah 161 146 00 185 132
Sunaber : Hasil pengolaban data

Jika dilihat dar efektivitas komponen PAD, nampak
bahwa komponen pajak daerah dan retribusi daerah
memiliki efektivitas yang tinggt hingea tahun 2013-2014
namun pada tahun 2015 mengalami penurunan yang
cukup signifikan hingpa hanya mencapai 76 persen untuk

pajak daerah, dan 65 persen untuk retrbusi daerah.
Sementara komponen lainnya mengalami kecenderungan
yang meninglat

200

Efektivitas (%)
e

2012

BPAD EPajak i Retribusi

Tahun

i HPKD yg Dipisahkan

2013

l LL PAD yg Sah

Sunsber : Hasilpengolaban dita

Gambar (1) Petkembangan Efektivitas PAD
Kabupaten Buru Selatan 2011-2015

Disamping mengalami penurunan efektivitas pada
daerah juga tergolong sangat kecl. Pada tahun 2015
kontribusi penerimaan pajak daerah tethadap PAD hanya
schesar 9 persen, menurun dibandingkan dengan
perolehan  tahun 2014 yang mencapai 15 persen.

Demikian pula retrbusi daerah pada tahun 2015 hanya
memiliki kontribusi terhadap penetimaan PAD sebesar 2
persen, angka tersebut juga menurun dibanding tahun
2014 yang sebesar 3 persen. Lebih jelasnya tentang
kontrbusi masing-masing komponen PAD untuk tahun
2015 dapat digambarkan sebagai berikut.
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Sunaber : Hasil pengolaban data

Gambar (2) Share Komponen PAD Kabupaten Buru Selatan 2015

Elastisitas PAD Terhadap Perekonomian Daerah

clastisitas PAD Kabupaten Buru Selatan dalam kurun
waktu 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi yang tidak
menenty, bahkan pada tahun 2015  elastisitas
menunjukkan negatif. Flastisitas tertingg] tetjadi pada

tahun 2014 yakni 629, sementara pada tahun-tahun
lainnya memiliki angka yang in-clastis (E<1), bahkan ada
yang negatif sebagaimana pada tahun 2012 dan 2015. Hal
tersebut mengartkan bahwa secara umum  kepekaan

PAD tethadap petekonomian daerah sangat rendah.

Tabel (2) Elastisitas PAD Kabupaten Buru Selatan 2012-2015

T ELASTISITAS
2012 2013 2014 2015
PAD 09 067 629 003
Pajok Dactah 637 012 516 005
Retrbusi Daerah 2527 153 163 002
HPKD yang Dipisahkan 825 339 671
L ainT ain PAD yang Sah 011 059 671 0
Sundber: Hasilpengoleben ditta

Jika dilihat dari komponen pembentuk PAD maka
yang paling peka terhadap perkembangan ekonomi
daerah adalah komponen hasil pengelolaan keuangan
daerah yang dipisahkan (Laba/ Dividen BUMD), ditkuti
komponen pajak dacrah, dan retrbusi daerah. Flastisitas
yang rendah menunjukkan bahwa upaya perolehan

belum maksimal dikarenakan banyak sumber dan basis-
basis PAD yang tidak dimanfaatkan, terutama untuk

perolehan pajak dan retribusi daerah yang seharusnya
mengalami peningkatan sejalan dengan  meningkatnya

perckonomian.

Analisis Lingkungan Strategis; Pendekatan SWOT
A) Lingkungan Internal

pengelolaan PAD di Kabupaten Buru Selatan diketahui
bahwa beberapa kendala yang menjadi faktor kelemahan
antara lain adalh kurangnya ketersediaan data akurat
terkait subjek dan objek pungutan, kemampuan SDM

19 | Gita Ebouomiba, Jurnal Elonom
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petugas yang tetbatas, lemahnya koordinasi, dukungan
sarana prasarana yang belum memadai, serta sistem
administrasi dan pelaporan yang belum tertata dengan
baik. Sedangkan faktor kekuatan antara lain keberadaan
Satuan Ketja Perangkat Daerah (SKPD) dan jaringan

aparatur/petugas  cukup  representative,  ketersediaan
Peraturan Daerah  terkait pemungutan PAD  cukup

Konsolidasi faktor kekuatan dan kelemahan
dilakukan dengan menggunakan matrks IFE, yang
memuat skor kekuatan dan kelemahan disertai bobot dan
penghitungan untuk menentukan sejauhmana dukungan

lingkungan  intemal bagl penguatan  manajemen
pengeloban  PAD  di  Kabupaten Buru  Selatan.

pada BUMD Provinsi masth betjalan.

Tabel (3) Hasil Matriks IFE
No Kekuatan (Strength) Bobot  Rating ;221
1 SKPD 008 4 032
2 Dasar hukum/ PERDA 008 4 032
3 Potensi jaringan aparatur 006 3 0.18
4 Keberadaan BUMD 005 3 0.15
Total Kekuatan (Strength) 027 0.97
. Total
No Kelemahan (Weaknesses) Bobot  Rating Skor
1 Ketersediaan dan akurasi data potensi PAD 008 2 0.16
2 Sarana dan prasarana 007 2 0.14
3 Kapasitas SDM aparatur 008 2 0.16
4 Koordinasi 007 1 007
5 Manajemen perencanaan 007 2 014
6 Manajemen Pelaksanaan 008 2 0.16
7 Administrasi dan pelaporan 008 2 0.16
Total Kelemahan (Weaknesses) 053 0.99
Total IFE 0.8 196

Selisih Total S- W =0.97-0.99=-0.02=X

Nampak bahwa faktor kelemahan (neakres)
masth cukup dominan dalam mempengaruhi lingkungan
internal pengelolaan PAD di Kabupaten Buru Selatan.
Total skor kelemahan mencapat 099, dimana angka ini
lebih tinggt dari total skor kekuatan (sengrh) yang hanya
mencapai 097, schingea diperoleh angka selisth negatif
sebesar -002. Hal ini berarti bahwa kondisi lingkungan
internal dalam pengelolaan PAD di Kabupaten Buru
Selatan masih belum optimal.

Analisis  lingkungan  eksternal  meliputi
konsolidast antara faktor-faktor peluang (gypormmmities) dan
ancaman (#reats) yang dihadapi terkait pengelolaan PAD.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Buru
Selatan memiliki potensi yang cukup baik dalam rangka
mengoptimalkan penerimaan PAD. Besamya potensi
sumberdaya alam, perekonomian yang terus tumbuh,
potensi penduduk, serta geliat pembangunan yang terus

20 | Cita Ebonomibia, Jannal Eloonomni
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bethngsung, adalah  peluang  yang  harus  dapat
dioptimalkan.

Sementara itu beberapa masalah ekstemal seperti
tetbatasnya infrastruktur transportast dan  komunikasi,
rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya kualitas

geografis, merupakan ancaman yang petlu diantisipasi.
Kendati begitu hasl pethitungan  menunjukkan
konsolidast ekstemal yang positif, dimana total skor untuk
faktor peluang mash melebihi total skor untuk faktor

pengawasan serta persoalan aksesibilitas terkait faktor  tabel matriks EFE di bawah ini:
Tabel (4) Hasil Matriks EFE

No Peluang (Opportmities) Bobot  Rating :1221
1 Kermajuan Iptek 006 3 018
2 Komitmen dan dukungan pemerintah 007 3 021
3 Aktivitas ekonomi terus meningkat 008 4 032
4 Potensi pertumbuhan pendudulk 007 4 028
5 Potensi SDA relatif melimpah 008 4 032
Total Peluang 045 131
No Ancaman (Threars) Bobot  Rating gﬁfrl
1 Sarana prasarana/ infrastruktur 008 2 016
2 Kesadaran masyarakat 008 2 016
3 Pengetahuan masyarakat 007 2 014
4 Faktor geografis 008 1 008
5 Kualitas pengawasan 008 2 016
6 Kootdinasi dengan instansi penghasl 007 1 007
Total Ancaman 0.56 0.77
Total EFE 101 208

Selisih (Total O—T) =1.31-0.77=054=y
Koordinat Matriks I-E adalah (- 0.04, 0.66)

Nampak bahwa total skor peluang sebesar 1,31,
melebih total skor ancaman sebesar 0,77. Hasil konsolidasi
mendapatkan selisth yang positif sebesar 0,54, yang berarti
bahwa lingkungan strategis ekstemal terkait pengelolaan
PAD di kabupaten Buru selatan cukup kondusif.

Strategi Pengembangan

Deari hasil analisis lingkungan intermal dan ekstemal di
atas sclnjutmya dapat diturunkan dalam grafik empat
tetkait pengelolaan PAD di Kabupaten Buru Selatan. Nilai
koordinat yang dihasilkan yakni (0.04, 0.66) menunjukkan

bahwa posisi lingkungan strategis berada pada kuadran 111,
yakni sebuah posisi yang lemah secara intemal namun

masth memiliki peluang untuk dapat dikembangkan.
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Gambear (3) Peta Lingkungan Strategis

Posisi  tersebut  sekaligus menunjukkan bahwa
strategl pengelolan PAD  yang  dilakukan selama  ini
nampak belum cukup optimal, karena peluang yang besar
tidak termanfaatkan dengan baik. Rekomendasi strategi

yang disarankan untuk posisi ini adalah “ubah strategf”.

Rumusan strateg] pengembangan dapat diperoleh melahui

Tabel (5) Diagram Pethitungan Mattiks SWOT

IFAS/IFE Kekuatan Kelemahan
EFE (Strengths-S) (Weakness-W)
Peluang Strategi S-O Strategi W-O
(Opportunities-O) =097+ 131 =099+ 131
=228 =230
Ancaman (Threats-T) Strategi S-T Strategi W-T
=097+077 =099+077
=174 =176

Setidaknya ada 4 alternatif strategi yang dapat

dilakukan yakni:

a. Strategi SO (Strenght-Opporturtes), yakni
mengounakan  kekuatan untuk  memanfaatkan
peluang

b. Strategi ST (Shength—Theats), yakni mengeunakan
kekuatan untuk mengatasi ancaman

c. Strategt W-O  (Weakness—Opporuities), membenahi
kelemahan untuk memanfaatkan peluang

d Strategt W-T' (Weakness—1hreats), yakni membenahi

Dari tabel di atas terihat bahwa altematif yang
memiliki nilai tetbesar adalah Strategi W-O dengan nilai
sebesar 2.30. Hal ini berarti bahwa prioritas utama strategi

optimalisasi pengelolaan PAD di Kabupaten Buru Selatan
adalah Strategi W-O vyaitu : “Mewdenali kelrnahan guma
raenggplinialkean peluang’.

A) Membenahi Kelemahan

Benkut adalah beberapa strategi dalam rangka
membenahi kelemahan pengelolaan PAD di Kabupaten
Buru Selatan:

1) Penguatan akemsi data potensi PAD.

Data yang akurat memudahkan dalam perencanaan dan
penentuan target PAD, penyeragaman data dan informasi
antar instansi, serta adanya ukuran standar dalam

penentuan tarif, dan sebagainya. Penguatan
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akurasi data dapat dilakukan melalu:
a.  Pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan
pengembangan yang intens dan fokus dengan

melibatkan perguruan tinggi.
b.  Melakukan identifkasi dan pendataan secara

menyeluruh  terhadap  sumber-sumber  dan
potensi PAD

¢ Melengkapi sarana dan prasarana

d. Memperkuat SDM di bidang litbang dan
pefencanaan

e.  Meningintensitkan koordinasi antar instansi,
termasuk dengan instansi penghasil

Perningeatan SDM dan Kinesga Apearaton:

Kemampuan aparatur amat betpengaruh tethadap

kinefa pengelolan PAD mulai dari  tahap

Kemampuan SDM aparatur meliputi kemampuan

analisis data, penguasaan petmasalahan di lapangan,

wawasan pengetahuan tethadap aspek  hukum/
aturan tetkait pajak dan retrbusi daerah, serta
kemampuan mengelola administrasi dan pelaporan
secara bakk dan benar. Peningkatan kemampuan

SDM aparatur dapat dilakukan melalui :

a Pemberan kesempatan atau mendorong
aparatur untuk bisa melanjutkan studi formal
pada jenjang yang lebh tinggl, ataupun
mengikuti pendidikan dan lathan (diklat) serta
kursus-kursus  teknis  dalam  rangka
meningkatkan skill dan kapasitas di bidang

b. Mehkukan seminar, pelathan, ataupun
tutorial, kepada aparatur, dengan fokus terkait
manajemen  pengelolan  PAD - dengan
mengundang para ahli/ pakar yang memiliki
reputasi di bidangnya

¢.  Melakukan studi banding ke betbagai dacrah
di Indonesia, terutama daerah-daerah yang
pengelolaan PAD nya baik dan mengalami
peningkatan PAD secara signifikan.

d. Penempatan aparat sesuai kompetensinya
secara professional (#e right 12an on the night job).

e.  Memperbaki  sistem  insentif  guna
meningkatkan kinefja  petugas di  bidang
pemungutan

Penguatan foordnasi

Penguatan  koordinasi dilakukan dalam  intemal

manajemen pengelola PAD maupun koordinasi

dengan instansi terkait dalam rangka memudahkan
aktivitas pengelolaan PAD. Beberapa hal yang pertu
dilakukan dalam rangka penguatan koordinasi antara

4

9)

0)

lain adalah:
a  Optimalisast  fungss  UPID  serta
meningkatkan koordinasi dengan aparatur
pemerintah lainnya di tingkat kecamatan.

b.  Meningkatkan koordinasi dengan instansi
terkait bak pada level perencanaan,
pelaksanaan, maupun evaluasi/ pengawasan

Penatacn Regulass/ Peretrmran Daaeraly
Aktivitas pemungutan PAD tentu saja tidak tetlepas
hukum bagi penyesuaian tarif serta pettuasan objek
dan subjek pajak/retribusi. Oleh  karena  itu
keberadaan peraturan daerah senantiasa terus dikaji,
mengoptimalkan  penetimaan  PAD.  Penataan
regulasi dapat dilakukan antara lain melalu:

a. Pengkajian terhadap potensi-potensi PAD
yang bisa dikembangkan dan disiasati

b.  Mengevaluasi perda-perda yang sudah tidak
relevan

¢ Mengnisiasi pembuatan perda baru yang
relevan.

LPenataan sister infornaasi dan adansitrass pelaporan

Strategi yang dapat dilakukan untuk menata sistem

informasi dan administrasi pelaporan antara lain :

a. Pembangunan kantor UPID di setiap
kecamatan disertai fasilitas perkantoran dan
penempatan staf yang berkompeten

b.  Pengadaan fasilitas komputer di setiap bagian
dan unit kefja  dilengkapi - perlengkapan
teknologi informasi yang dibutuhkan serta
instalasi sistem data base yang terintegasi.

c.  Peningkatan keahlian SDM di bidang
administrasi, manajemen keuangan publik, dan
teknologi informasi

Peypberdayaan BUMD nailik pernerintal Kabypaten

ILaba BUMD merupakan salah satu sumber PAD

schin pajak dan retribusi daerah. Oleh karena itu

BUMD milik pemetintah Kabupaten Buru Selatan

yang telah ada dapat dioptimalkan kinerjanya agar

dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi
peningkatan PAD. Strategi pemberdayaan BUMD
dapat dilakukan melalut:

a. Penguatan struktur organisasi dan manajemen
petusahaan

b. Perluasan usaha di bidang usaha-usaha
produktif berbasis potensi unggulan daerah

¢ Peningkatan SDM, dan sarana prasarana
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B) Mengoptimalkan Peluang

Pembenahan tethadap berbagai kelemahan yang

ada tentu harus disertai dengan upaya mengoptimalkan
peluang yang tercipta. Potensi perekonomian yang terus
tumbuh, betimpahnya SDA, potensi penduduk, serta
geliat pembangunan yang terus berlangsung: haruslah
dapat dioptimalkan. Beberapa strateg] yang bisa dilakukan
antara lain:

1)

2)

J)

Penimggetan Pertuibuban Fkonona Daera
Pertumbuhan ekonomi mencerminkan  tingeinya
aktivitas perekonomian masyarakat, dimana aktivitas
perekonomian pada berbagai sektor meniscayakan
adanya sumber-sumber PAD yang dapat dipungut.
Temuan empirk di betbagai daerah menunjukkan
bahwa kinetja PAD sangat sensitif tethadap kinetja
ertumbuhan ekonomi yang tercipta. Oleh karena itu
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buru Selatan
yang makin meningkat merupakan peluang strategis
yang harus tetus dioptimalkan, antara lain melalui :
a Pengembangan sektor-sektor ungeulan dacrah
b.  Penguatan klim investasi berupa kemudahan
perizinan, regulasi yang berpihal, infrastrultur
ekonom, serta promosi daerah
Peningleatan Akeses dan Konekdiitas Antar W ilzyaly
Sebagai dacrah yang baru dimekarkan, Kabupaten
Buru Selatan memiliki kendala aksesibilitas akibat
faktor geografi, sehingga menghambat perolehan
PAD. Padahal terdapat banyak potensi PAD yang
dapat dikembangkan jika akses dapat dibuka ke
seluruh wilayah. Oleh karena itu peningkatan akses
dan konektivitas antar wilayah menjadi salah satu
strateg]  penting  untuk menjemput  peluang
optimalisasi PAD di Kabupaten Buru Selatan,
antara lain melalui :
a.  Perbakan sarana dan prasarana transportasi,
informasi, dan komunikasi
b.  Mengoptimalkan peran dan fungsi koordinasi
di setiap jenjang birokrasi hingea level terbawah
Permingfeatan Kesadian dan Pertisipasi Masyarakea.
Kurangnya kesadaran masyarakat bukan semata
karena tidak patuh atau cenderung melangoar
aturan. Hal tersebut lebh pada rendahnya
pengetahuan akibat minimnya informasi tentang
pentingnya pajak dan retribusi bagt keberlangsungan
pelayanan publik dan aktivitas perekonomian secara
tersebut pada akhimya dikembalikan kepada mereka
melalui  penyediaan  infrastruktur  dan  fasilitas
penunjang  aktivitas  perckonomian  di - daerah.

%)

Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat

dapat dilakukan melalui:

a.  Edukasi publik yang intens dan berkala, baik
melalui sosialisasi dalam bentuk tatap muka
secara hngsung,  maupun - dengan
mengpunakan media  komunikasi  yang
diangeap efektif, seperti iklan,  brosur,
postet/baliho, maupun buku saku.

b.  Kemudahan administrasi dan peningkatan
layanan yang prima kepada masyarakat

Perningfeatan Kualitas Pengaavasan

Pengawasan merupakan faktor penting yang sangat

menentukan efektivitas kinerja pengelolaan PAD,

menghindari - penyimpangan, - serta - mengurang
tingkat kebocoran dalam pemungutan  PAD.

Peningkatan kinetja pengawasan dapat dilakukan

mealui

a  Peningkatan kemampuan SDM di bidang
pengawasan

b. Penataan sistem administrasi dan pelaporan

serta sistem informasi dan database yang

akurat dan terintegrasi

Melengkapi sarana dan prasarana

Mengefektifkan fungsi pengawasan intermnal

e.  Mengoptimalkan petan instansi/ pihak terkait
yang berkewenangan menjalankan fungsi
pengawasan seperti DPRD, Bupati, Bawasda,
Bappeda, dan juga termasuk masyarakat.

oo

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas maka dapat

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1.

Perolehan PAD di Kabupaten Buru Selatan Belum
cukup optimal, terlihat dari rasio kemandirian fiskal
yang rendah, efektivitas pajak dan retribusi di tahun
terakhir yang mash kurang; serta elastisitas atau
kepekaan PAD tethadap perckonomian daerah
yang relatif rendah, tidak menentu, bahkan negatif di
tahun terakhir.

Belum optimalnya perolehan PAD antara lain
disebabkan oleh beberapa kendala pada lingkungan
internal yakni kurangnya ketersediaan data akurat
terkait subjek dan objek pungutan, kemampuan
SDM petugas yang tetbatas, lemahnya koordinasi,
dukungan sarana prasarana yang belum memadai,
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sefta sistem administrasi dan pelaporan yang belum
tertata dengan baik.

3. Pada aspek lingkungan ekstemal, persoalan yang
dihadapi adalah  terkait dengan  keterbatasan
infrastruktur daerah terutama di bidang transportasi
dan komunikasi, rendahnya kesadaran masyarakat,
lemahnya kualitas pengawasan serta persoalan
aksesibilitas terkait faktor geografis.

4. Dalam peta lingkungan strategis, diketahui bahwa
pengelohan PAD di Kabupaten Buru Selatan
lemah secara intemal namun mash memiliki

5. Altematif strategi yang harus menjadi priofitas utama
bagi upaya optimalisasi pengeloban PAD di
Kabupaten Buru Selatan adalah Strategi W-O yaitu:
“Mensbenali keelernalan guna menggptimalkan peluang”

Implikasi

yang telah disimpulkan di atas, maka berkut dapat

1. Pertu adanya program intensifikasi maupun
ekstensifikasi pajak dan retribusi guna meningkatkan
clastisitasnya  tethadap petkembangan  ekonomi
daerah

2. Pembangunan daerah di Kabupaten Buru Selatan
hendaknya lebih diarahkan pada pembangunan
infrastruktur  dan - Sumberdaya manusia  guna
mendukung aktivitas perekonomian dan  fungsi
pelayanan publik, dan pada akhimya berdampak
pada peningkatan PAD

3. Koordinasi lintas SKPD  hendaknya lebih
dioptimalkan ~ guna  meningkatkan  kinefja
pengelolan  PAD  terutama  antara  SKPD
pengumpul, SKPD penghasil, dan SKPD di bidang
perencanaan dan evaluasi.

4. Kualitas pengawasan peru dioptimalkan guna
meningkatkan efektivitas kinefja pengelolaan PAD,
menghindari - penyimpangan, - sertamengurang]
tingkat kebocoran dalam pemungutan PAD.

5. Petlu dilakukan penguatan tethadap BUMD yang
sudah ada, baik pada aspek struktur organisasi dan
manajemen perusahaan, peningkatan SDM, dan
sarana prasarana, maupun petluasan usaha di bidang
usaha-usaha produktif betbasis potensi unggulan
daerah.
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